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1.1 [bookmark: _Toc141654394]Latar Belakang Penelitian

	
Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Bagi masyarakat yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Menurut Firdausy (2018:38) “Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting yang berasal dari dalam negeri untuk menompang pembiayaan pembangunan”. Pajak merupakan kewenangan suatu daerah yang telah diatur dalam otonomi daerah yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis – Jenis Pajak Daerah berdasarkan kewenangannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Daerah Kabupaten / Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak  Sarang Burung Walet Pajak  Bumi  dan
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[bookmark: _GoBack]Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).  Pajak Daerah merupakan salah satu elemen yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak begitu juga untuk pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Salah satu yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah Indonesia. Setiap tahun, pemerintah daerah menetapkan tarif  PBB untuk daerahnya, biasanya berdasarkan nilai penjualan dari objek kontrol yang ditentukan atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setiap tahun pemerintah daerah menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah. Berikut Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Cirebon dari tahun 2018 – 2021 :
Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Cirebon

	Tahun
	Jenis Pajak
	Target (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Persentase
(%)

	2018
	Pajak Bumi dan Bangunan
	41.199.267.783 
	32.145.365.574 
	78,02

	2019
	Pajak Bumi dan Bangunan 
	46.970.278.125
	37.243.053.549
	79,29

	2020
	Pajak Bumi dan Bangunan 
	43.211.388.650
	37.638.493.630
	87,10

	2021
	Pajak Bumi dan Bangunan 
	50.323.528.410
	41.469.831.131
	82,41

	2022
	Pajak Bumi dan Bangunan
	66.088.622.396
	54.637.851.668
	82,67



(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, 2023)


Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwa pencapaian target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Cirebon cenderung Fluktuasi dapat dikatakan keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau berubah - ubah. Meskipun presentase realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) cukup baik namun dalam realisasinya pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pihak yang terkait memiliki kendala sehingga tidak dapat tercapainya target realisasi Pajak PBB sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah antara lain Kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat dalam kewajiban membayar pajak, Masih adanya upaya penghindaran terhadap pembayaran pajak daerah, Ketidakpercayaan wajib pajak kepada pihak terkait dalam pengelolaan pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak mau membayar pajak, dan Pendataan wajib pajak baru yang belum maksimal. Apabila suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya,maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif, namun dalam pelaksanaan dilapangan dari realisasi penerimaan dari setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan belum efektif dikarenakan belum tercapainya target realisasi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Cirebon.  Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul:
 “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon”


1.2 [bookmark: _Toc141654395]Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas dapat dilihat bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon masih belum Efektif. Maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon?
2. Apakah faktor yang menghambat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan  untuk mengatasi hambatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah?

1.3 [bookmark: _Toc141654396]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 [bookmark: _Toc141654397]Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

1.3.2 [bookmark: _Toc141654398]Kegunaan Penelitian
Terdapat kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini baik secara teoritis dan secara praktis yaitu :
1. Kegunaan teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu mengenai teori Administrasi publik dan  untuk memperkaya literatur tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Kegunaan praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi Badan Pendapatan Daerah khususnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.




